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LEMSARAN OAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT .11 MAJALENGkA.
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NOMOA 6 TAHUN 1996 SEAl D

PERATUAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN.1998 .

•

TENTAN6

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG .
KABUPATEN DAERAH TIN6KAT I I MAJALENGKA.

DEN6AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAlA DAERAH TIN6KAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwadengan Pera1:uran Daeratt Kabupaten
Daerah .Tingkat II Majalengka Nomor 14 Tahuo
1998 telah dibentuk Dinas Tata Ruang
Kabupaten Daerah Tingkat I I Majalengka; 4

b. bahwa .* •••• ~~ •••••••• 2
i
i

t
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b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan
Daerah sebagaimana tersebut pada hurup a
diatas, perlu menetapkan Paraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hajalengka
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

I1engingat :

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat ( Serita Negara RI Tahun 1950 ) ;

2. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974
Pekok-pekok Pemerintahan,Di Daerah (
Tahun 1974 Nemer 3B., TLN RI Tahun 1974
3037 ) ;

3. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang
Pekek-pokek Kepegawaian (LN RI Tahun 1974
Nemor 55, TLN RI Nemer 3041 ) ;

4. Undang-undang Nemor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman { LN RI Tahun 1992
Nomor 25, TLN RI Nemer 34b9 ) ;

5. Undang-undang Nomer 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang ( LN RI Tahun 1992 Nemer 115,
TLN RI Nemer 3501 ) ;

o. Peraturan. Pemarintah Nemer 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada
Daerah (IN RI Tahun 1987 Nomor 25, TLN RI
Tahun 1987 Nomor 3353 ) ;

7. Peraiuran ••••••••••• 3
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7. Pera~uran Pemerintah Nomer 6
tentang Koordinasi kegiatan
Ver~ikal Di Daerah ( IN RI Tahun
10, TLN RI Tahun 1998 Namar 3373

Tahun 1988
Instansi

1988 Namor
) ;

8. Peraturan Pemerin~ah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelen99araan. Otenomi Daerah
Deogan Titik Berat pada Daerah Tingkat II
( LN RI Tahun 1992 Nomer 77, TLN RI Tahun
1992 Nomer 3487 ) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 1 Tahun
1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan
Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada
Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nemer
57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah
Tingkat I dan DaerahTingkat II ;

11. Keputusan Men1;eri Dalam Negeri Nomer 39
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas
Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peratur'an Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 85
Tahun 1993 tentang Pen9~ndan9an Peraturan
Daerah dan atau I<eputusan Kepala Daerah
Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

14. Keputusan •••••••••••• 4
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80
dan

Umum

14. Keputusan Menteri
Tahun 1994 tentang
Tata Kerja Dinas
Daerah ;

Dalam Negeri Nomor
Pedoman Organisasi
Lingkup Pekerjaan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Dinas Tata. Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwaki Ian Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah T i ngkat lIMa jalengka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN
MAJALENGKA
DINAS TATA
MAJALENSKA.

DAERAH KABUPATEN DAERAH
TENTANS ORSANISASI DAN
RUAN6 KABUPATEN DAERAH

BAB I

KETENTUAf\i UMUM

Pasall

TINGKAT II
TATA KERJA
TIN6KAT II

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah l(abupaten Daerah Tingkat II
Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati •••••••••••••• 5



- 5 -

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Peraturan Daerah adaIah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II MajalengKa
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Ruang ;

e..Dinas adalah Dinas Tata Ruang
Daerah Tingkat II Majaleogka ; Kabupaten

f .•Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

"9. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas
Tata Ruang yang melaksanakan semua kegiatan
dan fung5i Dinas ciisatu Wilayah Kecamatan
atau beberapa Wilayah Kecamatan dt Lingkungan
Pemerintah Kabupa~en Daarah Tingkat II
Majalengka ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur
Pelaksana Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka yang melakukan sehagian
tugas operasional tertentu Dinas di lapangan
dan selanjutnya disebut.UPTD ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pega~ai
.Negeri Sipi1 yang diberi tugas, we",enang dan.
hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka kelancaran
tugas Pemerintah ..

BAB II ••••.•••.••••.•••• 6



- 6 -

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSl

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2
(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana

Daerah di Bidang Tata Ruang_ Pemerintah

(2)D1nas
yang
kepada

dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas
berada di bawah dan bertanggungjawab
Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas POkok

Pasa13

Dina~ mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang
Tata Ruang dan tugas pembantuan yang d1tugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keti9~
Fun 9 s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada
pasal 3 Peraturan Daerah 1n1, Dinas mempunya1fungsi :

a. Pelaksanaan ••••••••• 7
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a ..Pelaksanaan operasional dibidang Tata Ruang
yang meliputi perencanaan Tata Ruang~
penyusunan program dan pengelolaan perijinan
berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala
Da.erah;

b .. Penyelen99araa.n pela.yanan teknis
tratif ketatausa.haan, keuangan dan
waian serta penyusunan rencana dan
keg1atan Dinas.

BAS III

ORGANISASI

Bag ian Pertama

Unsur Organisasi
Pasal "5

adminis-
kepega-
program

Unsur Qrganisasi Dinas terdirt atas :

a ..Pimpinan adalah Kepala Dinas ;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata
Usaha;

c. Pelaksana adalah Seksi, Caban9 Dinas dan UPiD
serta Kelompok Jabatan Fu.ngsional.

Bagian •••••••••.•••••• B
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Bagian Keoua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagia.n Tata Usaha, membawahkan :

1. Urusa n Umum ;

2. Urusan Kepegawaian ;

3. Urusan Keuangan.

c. Seksi Perencanaan Tata Ruang, membawah-
kan :

1. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;

2. Sub Seksi Penyusunan Rencana
Ruang ;

Tata

3. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan
Dokumentasi.

d. Seksi Penyusunan Program,membawahkan :

1. Sub Seksi Penyiapan Program ;

2. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan ;

3.. Sub ..•......• '.. '.'..• _..•.. '. 9
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3. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan
Dokumentasi.

e. Beksi Perijinan, ,membab,ahkan :

1. Sub Seksi Reg1strasi ;

2. Sub Seksi Pengukuran ;

3. Sub Seksi Pengelalaan Perijinan.
f. Cabang Dinas ;

g. U P T D.

h. Kelompak Jabatan Fungsianal.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
tercantum dalam lampiranmerupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

.BagianKetiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pakok memimpin7mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan sebagian uru~an rumah tangga Daerah
di Bidang Tata Ruang serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 •••••••••••••• 10
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Paragraf 2-

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal B

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan Urusan Umum, Urusan
Kepegawaian dan Urusan Keuangan~

(2) Untuk menyelenggarakan.tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pads ayat (1) Pasal ini, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan
perlengkapan ;

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepega-
""aian ;

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
a. Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawsian ;

c. Urusan Keuangan~

Pasa1 9

(1) Urusan Umum mempunyai tuga'S
melaksanakan pengelolaan urusan
menyurat, kearsipan, pen9gandaan,
tangga, administrasi perjalanan

pokok
surat
rumah
dinas,

perlengkapan ••••••~•••~..11
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perlengkapan dan pemeliharaan Kantor
inventarisasinya.

(2) Untuk menyelen9garakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :

ser'ta

pokok
Pasal

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat,
peng9andaan, kearsipan, kerumahtanggaan
dan administrasi perjalanan dinas ;

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeli-
haraan Kantor dan inventarisasi.

Pasal 10
(1) Urusan kepegawaian mempunyai

melaksanakan pengelolaan
kepegawaian, ketatalaksanaan
takaan.

tugas pokok
administrasi
dan perpus-

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan

mutasi,
pegawai ;

bahan
disiplin

penyusunan rencana
dan pengembangan

b•.Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
ketatalaksanaan ;

c.•Pelaksanaan pengelo1aan dokumentasi dan
perpustakaan serta hubungan masyarakat •.

Pasal 11 •••••••••••••••• 12
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Pasal 11
(1) Urusan Keuangan mempunyai

melaksanakan pengelolaan
keuangan.

tugas pokok
administ"rasi

pokok
Pasal

(2) Untuk menyelen99arakan tugas.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tni, Uf'usanKeuangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan

Anggaran Dinas ;
penyusunan rencana

b. Pelaksanaan
keuangan.

pengelolaan

Paragraf 3

administrasi

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas
pokak melaksanakan penyusunan petunjuk
teknis survey dan p'emetaan,perencanaan Tata
RuanS pemantauan dan evaluasi serta
dokumentasi.

(2)Untuk menyelenggarakan
sebagaimana dimaksud pada
tni, Seksi Perencanaan Tata
fun95i :

tugas pokok
ayat <1) Pasal
Ruang mempunyai

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis
survey dan pemantauan ;

b. Pelaksanaan •••....•••••..13
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b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Tata
Ruang WiIayah ;

c. Pelaksanaan dan penyusunan
teknis pemantauany evaluasi dan
tasi.

petunjuk
dokumen-

(3) Seksi Perencanaan Tata Ruang membawahkan :

a. Sub Baksi Survey dan Pemetaan ;

b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang.

c. Sub Seksi Pemantauan,
Dokumentasi.

Pasal 1'3

Evaluasi dan

(1)'Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai
tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis survey dan pemetaan dalam
rangka perencanaan Tata Ruang_

(2) Untuk menyelen99arakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai
1ungsi :
a. Pengumpulan

survey dan
Ruang ;

dan pengelolaan data
pemetaan perkembangan

hasil
Tata

b. Petlyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan survey dan pemetaan dalam
rangka perencanaan Tata Ruang_

Pasal 14 ••••••••••••• 14
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Pasal 14
Sub Seksi
mempunyai
penyusunan
wi layah.

Penyusunan Rencana Tata
tugaspokok. mempersiapkan
perencanaan tata ruang

Ruang
bahan
dan

Untuk menyelen9garakan
sebagaimana dimaksud pads
ini, Sub Seksi Penyusunan
Ruang mempunyai fungsi:

tugas
ayat (1)

Rencana
pokok
Pasal
Tata

a..Pengumpulan dan pengelolaan serta
evaiuas1 data perkembangan perencanaan
tata ruang dan wilayah ;

b..Penyiapan bahan penyusunan perenc~naan
tata ruang dan wilayah.

Pasal15

(1) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi.dan Dokumen-
tasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan
evaluasi dan dokumentasi.

(2) Untuk menyelen99arakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud padaayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
men-epunyaifungst :

a. Pengumpulan dan pengolahan
pelaksanaan Tata Ruang ; data

b. Penyiapan ..•••..••••••15
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b. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
pelaksanaan Tata Ruang.

Paragraf 4

Seksi Penyusunan Program

Pasal 16

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan penyiapan
program, perencanaan pembiayaan, pemantauan
dan evaluasi serta dokumentasi.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Seksi Penyusunan Program mempunyai
fung5i :

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan penyiapan program
pembangunan prasarana dan sarana dasar ;

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan perencanaan pembiayaan
pembangunan prasaranadan sarana dasar ;

c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi program pembangunan prasarana
dan sarana dasar.

(3) Seksi penyusunan program, membawahkan :

a. Sub Seksi Penyiapan Program ;

b. ~ub ••••••••••••••• 16
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b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan ;

c. Sub Sekst Pemantauan, Evalua.si dan Doku-
mentasi.

Pasal 17

(1) Sub Seksi'Penyiapan Program mempunyai tugas
pokok mempersiapkan bahan penyusunan program
pembangunan prasarana dan sarana dasar.

(2) Untuk menyelen99arakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ioi, Sub Baksi Penyiapan Program mempunyai
fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan program pembangunan ;

b. Penyiapan bahan penyusuoan program
pembangunan prasarana dan sarana dasar.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai
tugas. pokok mempersiapkan bahan 'penyusunan
rencana pembiayaan program pembangunan
prasarana dan sarana clasar.

(2) Untuk .menyelen99ar-akan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pads.ayat (1) Pasal
ini, Sub Sakst Perencanaan Pembiayaan
mempunyai fungsi :

a.'Pengumpulan dan pengolahan data r'encana
pembiayaan program pembangunan ;

b. Penyiapan •••••••••• 17
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b. Penyiapan bahan-dan penyusunan pe~unjuk
teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembiayaan program pembangunan prasarana
dan sarana dasar.

Pasal 19

(l) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumen-
tasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi program
pembangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan

pemantauan
tasi ;

dan pengolahan data hasil
dan evaluasi serta dokumen-

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan
dan evaluasi serta dokumentasi.

Paragraf 5

Seksi Perijinan

Pasal 20.

(1) Seksi Perijinan mempunyai tugas pokak
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
registrasi, pengukuran dan pengolahan
perijinan.

(2) Untuk •••••••••••••• 18
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(2) Untuk menyelen99arakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ini, Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan danpenyusunan petunjuk
teknis kegiatan registrasi perijinan ;

b ..Pelaksanaan dan .penyusunan
teknis kegiatan pengukuran dan
si tuasi ;

petunjuk
pemetaan

c..Pelaksanaan pengelolaan perijinan ..
(3) Sekst Perijinan membal>Jahkan:

a ..Sub Seksi Registrasi ..,
b. Sub Bekst Pengukuran ; ,

c. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan.
Pasal 21

(1) Sub Seksi Registrasi
mempersiapkan bahan
teknis pelaksanaan
perijinan.

mempunyai tugas pokok
penyusunan petunjuk
kegiatan registrasi

(2) Untuk menyelen9garakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Registrasi'mempumyai fungsi :

a ..Pengumpulan dan pengolahan data pengajuan
peri j inan ;

b. Penyi.pan ••••••••••• 19
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b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan registrasi
perijinan ;

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas pakok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan pengukuran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Pengukuran mempunyai fung5i :

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengajuan
perijinan ;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan rsgistrasiperi j inan$

Pasal 23

(1) Sub Seksi Pengelolaan Perijinan mempunyai
tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan
pengelalaan perijinan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) Pasal
ini. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan
mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perijinan ;

b. Penyiapan •••••••• 20



- 20-

b ..Penyiapan bahan pengadministrasian per-
ii.inan ..

Paragraf b

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang
Dinas serta pengaturan lebih Ianjut akan
di teta.pkan dengan Pera turan Perundang-undangan
tarsend i r i se-te 1ah mendapat parse-tu jua n t-lenteri
Dalam Negeri.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata. Karia UPTD
serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan
dengan paraturan perundan9-undangan tersendiri
setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Paraqraf B

Kelompok Jabatan Fuogsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pakok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas
seCara prafesional sesuai dangan kebutuhan.

(2) Kelompok ••••..••••..21
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(2) Kelompok J~batan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini~ dalam
melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Kelampok Jabatan Fungsional dimaksud Pasa1
26, terdiri atas sejumlah tena9~ dalam
jenjang jabatan fun9$iooal yang terbag!
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fU09&ional
sanior yang ditunjuk diantara tenaga
fun9sional yang ada diLingkungan Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1) Pasal iOi, ditantukan sifat, janis,
kebutuhan dan baban karja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional
tersebut pada ayat (1) Pasal inl diatur
sesuai dengan Peraturan ,Perundang-undangan
yang berlaku.

BAS IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Urn u m

Pasal 28
(1) Hal-hal yang rnenjadi tugas pokok

merupakan satu kesatuan yang satu sarna
tidak dapat dipisahkan.

Dinas
lain

(2) Pelaksanaan •••••••• 22
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(2) Pelaksanaan Fungsi Dinas sebagai Pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Tata Ruang
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh
Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang
masing-masing_

(3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun
teknis administratif ber.da dibawah dan
bertang9ungjawab kepada Bupati Kepala Daerah
dan dalam melaksanakan tugas pokoknya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan
instansi lain yang berkaitan dengan
fungsinya_

(4) Setiap. pimpinan satuan organisasi di
Lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugas-
nya wajib menetapkan prinsip koordinasi,
integrasi~ sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dt
Lingkungan Dinas, 41,ajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pel a p 0 ran

Pasal 29
(1)Kepala Dinas wajib memberikan

tentang pelaksanaan tugasoya seeara
jelas serta tepat pada. waktunya
Bupati Kepala Daerah.

laporan
teratur,

kepada

(2) Setiap pimpinan
lingkungan Dinas,

satuan
wajib

organisasi
mengikuti

di
dan

mema tLth i , ' " 23
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mematuhi petunjuk dan bertan99ungjawab
kepada atasannya masing-masing serta
memberikan laporan tepatpada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan
satuanorganisasi dari bawahany wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih Ianjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis Iaporan dan cara
penyampaiannya~ berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili
Pasal 30

(1).Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,
Kepala Uinas dapat menunjuk I<.epala
Bagian Tata Usaha.

maka
Sub

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha
berhalangan, maka Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas
dan kepangkatannya.

BAB V

K E P E 6 A W A I A N

Pasa131

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

.Gubernur .' •••••••••••• '. • •• 24
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Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
atas usul Bupati Kepala Daerah~

(2) Kepala Di,nas berket;,ajiban dan ber'tan99un9-
jawab dalammempersiapkan bahan rancangan
kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang
Kepe9awaian •.

(3) Pejabat-pejabat di Lingkungan Dinas diaogkat
dan diberhentikan oleh Pejabat yang ber-
l,1'enang sesua i dengan Papa turan Perundang-
undangan yang berlaku~

BAB VI

p EM B 1 A Y A AN

Pasal 32

Pembiayaan
Pendapatan
Tingkat I I
yang sah.

Dinas berasal dari Anggaran
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

f1ajalengka dan penerimaan sumber lain

BAB VI I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cu.kup diatur dalam Peraturan
Daerah ini~ sepanjang mengenai pelaksanaannya,
akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

Pasa 1 34 ••••• '•• :.,.'Il$l •••••• iii. 25
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkanpengundangan Peraturan Daerah ini, dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.
Pada tanggal : 23 Pebruari 1998

DEWAft PERWIlKILAi't RAKYATDAEP.AH
I!ABUPATEN DAERAH TINSY.Al II

,MAJAlOO{A
. Ketu!t

wPATl K£PAlA .DA£RAH TIttGKAT 11
f1AJAI.ENGKA

Cap •. t. t.d cap •. t.t.d

disahkan oleh Gubernur
I Jawa Barat dengan Surat

188.342/SK.B36-Huk/1998

Drs. H.t1.KOSASIHSUSIANTO.

Per.aturan. Daerah ini
Kepala Daerah Tingkat
Keputusannya Nomor
tang9a1 23 Juni 1998.

Drs. H. ADAI'IHIDAVA1, SH.

Diundangkan ••..••••••..•••26
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Diundangkan dalam Lembaran.Daerah
Daerah Tingkat II Majalengka~ tan99al
1998 Nomer 8 Tahun 1998 Seri D.

Kabupaten
30 Juni

,-sEKRETARIS.ti AVAH/DAERAHt

HAM!M.
-'--------------Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

J

"



stROOIJl tIUlANISASI ~ TATAK£RJA DltrIS TATAlUWJJ
KAIllIATEN IXOAH TIlBAl II I'IAJAlEtIiKA

lAIfIRAN : f'ERATIJIJ'il IliilWI I!.AIlPATEN IliilWI TUBAT II
MJALEtIlKA.

"'r : 15 Tahun 1998
Tanggal : 23 PebMltri 1'I9B .
Tenta~ : IJl6ANISASI -!YIN TATA I!!RJA DIMAS

TAlA PJ.N'fI) KAIlFATEN IllEAAH TltaAT II
IWAl..£f8(A.

KElIJfIJ(
JABilTAN RNr
SillW.

~
KEPAlADIMAS

198WSIM I
_ TATA IJSI3 .

1_ =t. t

~
!~ i~ IIIUt ! ~ IlEPEGAlIAIAN !

I II. .

f_ _f__._
SEKSI I ml

i SEKSI
~ TATA ! JlENYlJSltM pRlJlRAlt PERlJINfii
fllM).

, I

~~

198mI 1'£- . StII SEKSI
-~ Pe£TAAN. : lftitiAN PROORAII RE6lSTRASI

198mI9 I .SUB !lEKSi P£REN
~~mI-::'~TAT CANIllIN MIAYA

.AN ~ ..

SUB SEKSI PaM- stIl SEKSI PE - I SIll !lEKSI PE
T., EVAlllASi ItANTtiJAN, EVA- i tliElllAlW
DANooaJ£NTASI

•....
llYlSlTASI DAN I 1'Eft1JI~
OO«IENTASI.

WIANPERWlKILM R1IKVAT mill
KAIlfATEN I:IAEIW\ lImT II I1AJAI.9IlKA

K Ii! t u a,

lUAU KEPAlA MElWf TIBAT II
"AJAlEtI6KA

1lr5. H.It KflSASIKSlJilAATO.

Cap. t.t.d

Pelbilll Wo.l
NIP. 010 054 107

Cap. t.t.d

Drs. H. AIWI KIMYAT, Sil.
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